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BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBupAn MAJALENGKA
NOMOR 120 TAHUN2020 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN

DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumiah
Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala
Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), malm kiranya perlu dilakukan penyesuaian
anggaran, penyesuaian program dan kegiatan dalam
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta sesuai ketentuan Romawi I huruf E
angka 35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Uildailg-Utidailg NomoI' 1 Tahuii 2004 teiitailg
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelo1aan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 "Nomor126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
N~garaR€publik Indon€sia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danfatau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danf atau Stabilitas Sistem
Keuangan IIienjadi Uiidang-Undang (LeIIibatan: Negata
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516);

11. Undang-Undang 3



- 3 -

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
KeIja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 'rahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Perafu'rfui Peiiieriritlili NomOi' 23 Tliliiin 2005 teritarig
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

i5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 'rahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor no, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, TaIllbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan 4
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Repu.blikJndone~iaNomor 51(1);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah N'omor2 Tahun 2012 tentang I-libah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang'
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

24, P\?mtuf;;Ln P\?!!!\?fmtah NOIDOf 12 Tahun 2017 t\?ntm1g
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 TahllU 2018 teutang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Piniaman Baerarr (1embaran Negara Repu.blik Jndone~ia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

28. Peraturan 5
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6323);

30. Peratutau Ptesideii Nomoi' 16 Tahun 2018 tentaug
Pengadaan BarangjJasa Milik Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
eara Evaluasi Rancangan p'eraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 532);

32. pe¥atiii'an Meiiteri Dalam Negeri Nomoi' 52 Talhiii 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor754);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman PengeIolaan Barang MilikDaerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang PengeIompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partaf Polltik (Bertta Negara Repuhiik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

37. Peraturan 6
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37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentMg PedomM PenY1J-l'mnMAnggarM PendapatM dM
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-
19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149);

41. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020
tentang PenjabarM AnggarM Pendapatan dM Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005
Nomor 8 seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tabun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka'rabun 2017 Nomor 4);

46. Peraturan 7
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46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Noinor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKEDUAATAS
PERATURANBUPATI MAJALENGKANOMOR 120 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor
123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal13

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp2.024.732.105.106,00 (dua triliun
dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus lima ribu
seratus enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang danjasa;

c. Belanja hibah; dan

d. Belarija baritiiari sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.222.000.599.157,00 (satu triliun dua ratus
dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus
lima puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja barang danjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb
direncanakan sebesar Rp740.273.259.449,00 (tujuh ratus empatpuluh
miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan
ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp56.079.246.500,00 (lima puluh enam miliar
tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus
rupiah).

(5)Belanja 8
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(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d
direncanakan sebesar Rp6.379.000.000,00 (enam. miliar tiga ratus
tujuh puluh sembilan juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal2I berbunyi sebagai berikut:

Pasal2I

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
PasalI2 ayat (1)hurufb direncanakan sebesar Rp740.273.259.449,00
(tujuh ratus empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua
ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja barang;

b. Belanjajasa;

c. Belanja pemeliharaan;

d. BelanjapeIjalanan dinas;

e. Belanja uang atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/ masyarakat;

f. Belanja barang dan jasa BaS;

g. Belanja bafang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar RpI56.840.492.786,00 (seratus lima puluh
enam miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus sembilan
puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:

a. Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar
RpI56.721.622.036,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus
dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga puluh enam
rupiah);

b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar
Rp1l8.870.750,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh
puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp259.231.360.208,00 (dua ratus lima puluh
sembilan miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh
ribu dua ratus delapan rupiah) terdiri atas:

a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar RpI81.938.301.568,00
(seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh
delapan juta tiga ratus satu ribu lima ratus enam puluh delapan
rupiah);

b. Belanja iuran jaminan/ asuransi direncanakan sebesar
Rp31.I23.700.600,00 (rigapuluh satu miliar seratus dua puluh tiga
juta tujuh ratus ribu enam ratus rupiah);

c. Belanja sewa tanah direncanakan sebesar RpI4.227.000,00 (empat
be/as juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

d. Belanja 9
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d. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar
Rp4.517.791.000,OO(empat miliar lima ratus tujuh belasjuta tujuh
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

e. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar
Rp6i258i36(HlOO,OQ (?nam miliar aua mtu~ IimQpuluh a?lapan
juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

f. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar
Rp99.000.000,OO( sembilan puluh sembilanjuta rupiah);

g. Belanja jasa konsultansi konstruksi direncanakan sebesar
Rp 15.186,291 ,24Q;QQ (limg b~lgs miligr ~mpgt mills delgpml- puluh
enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat
puluh rupiah);

h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi direncanakan sebesar
RpI3.312.722.500,OO ( tiga belas miliar tiga ratus dua belas juta
tuJuhmtu~aua puluh dua ribu lima mtu~ rnpiah);

i. Belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment)
direncanakan sebesar Rp435.391.300,OO (empat ratus tiga puluh
limajuta tiga ratus sembilanpuluh satu ribu tiga ratus rupiah);

J. Belanja kursusjpelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta
pendidikan dan pelatihan direm::anakan sehesar
Rp6.045.575.000,OO(enam miliar empat puluh lima juta lima ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah);

k. Belanja jasa insentif bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara atas
pemungutan pajak daerah tidak dianggarkan.

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp7.952.973.353,OO(tujuh miliar sembilan ratus
lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima
puluh tiga rupiah) terdiri atas:

a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar
Rp60.000.000,OO(enam puluhjuta rupiah);

b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar
Rp4.488.688.711,OO (empat miliar empat ratus delapan puluh
delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus
sebelas rupiah);

c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan
sebesar Rp2.999.654.642,OO (dua miliar sembilan ratus sembilan
puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus
empat puluh dua rupiah);

d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan
sebesar Rp404.630.000,OO(empat ratus empatjuta enam ratus tiga
puluh ribu rupiah).

(5)Belanja 10
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(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
d direncanakan sebesar Rp35.174.386.352,OO (tiga puluh lima miliar
seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga
ratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas:

a. Belanja Petjalanan Dmas DaJ.a:rii Negeti Rp34.774.386.352,OO (tiga
puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus
delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar
Rp400.000.000,OO (empat ratusjuta rupiah).

(6) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp9.066.452.000,OO (sembilan miliar
enam puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) terdiri
atas:
a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp5.226.552.000,OO(lima
miliar dua ratus dua puluh enamjuta lima ratus lima puluh dua ribu
rupiah);

b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp3.839.900.000,OO (tiga
miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu
rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruff direncanakan sebesar Rp73.854.700.650,OO (tujuh puluh
tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu enam
ratus lima puluh rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp198.150.000.000,OO (seratus
sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluhjuta rupiah).

3. Ketentuan Pasal25 diubah, sehingga Pasal25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf c direncanakan sebesar Rp47.503.954.21O,OO(empat puluh tujuh
miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus
sepuluh rupiah).

4. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II 11
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PasallI

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 19 Mei 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 19 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENMAJALENGKA,

~v_

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1003
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